BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN NGANJUK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGANJUK,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang
baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Pejabat/Pegawai
Pemerintah Kabupaten dilarang menerima hadiah atau suatu
pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan
jabatan dan/atau pekerjaannya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nganjuk
tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonsia Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5153);

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun
2012-2014;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah,;
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Menetapkan

13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun

2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status
Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN

GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
NGANJUK

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Nganjuk.

5. Pejabat/Pegawai Kabupaten Nganjuk yang selanjutnya
disebut Pejabat/Pegawai adalah Bupati Nganjuk, Wakil
Bupati Nganjuk, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil
Negara, Dewan Pengawas BUMD, Direksi BUMD, Pegawai
BUMD, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat
KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas
dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana
korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
OPD adalah Sekretariat, Inspektorat, Badan dan Dinas
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dapat
berbentuk Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.

9. Inspektorat adalah OPD Kabupaten Nganjuk yang
merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan
daerah.

10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT
adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan
Badan.


Pavilion
Rectangle


11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang,
barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga,
tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalalan wisata,
pengobatan Cuma-Cuma dam fasilitas lainnya, baik yang
diterima di dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan
dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana
elektronik.

Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang
bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi
secara transparan dan akuntabel melalui serangkain
kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan
pemerintahan dunia usaha dan masyarakat untuk
membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.

Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Nganjuk yang
selanjutnya disingkat UPG adalah unit kerja yang
bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi pengendalian
gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok
orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan
gratifikasi kepada penerima gratifikasi.

Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang
ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non
elektronik untuk melaporkan penerimaan gratifikasi.

Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah
Pejabat/Pegawai yang menerima gratifikasi dan mengisi
formulir gratifikasi sesuai prosedur dan kemudian
melaporkan kepada KPK atau melalui UPG.

Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi
lengkap penerimaan gratifikasi yang dituangkan dalam
formulir pelaporan gratifikasi oleh pelapor.

Konflik kepentingan adalah kondisi dari pejabat/pegawai
yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat
mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya
secara tidak patut.

Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi pejabat/pegawai
dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatanya.

Berlaku umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian yang

diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan
atau nilai untuk semua peserta dan memenubhi prinsip

kewajaran.
Kurs Tengah Bank Indonesia adalah nilai tukar valuta asing

dengan mata uang Rupiah yang didapatkan dari rata-rata
kurs _jual dan kurs beli (KUI'S ’I‘engah= kurs _jual+kurs hc-li) pada

hari tertentu. 2
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(1)

(1)

BABII

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan
pedoman kepada pejabat/pegawai dalam memahami,
mengendalikan dan mengelola gratifikasi dilingkungan
Pemerintah Daerah.

Peraturan Bupati ini bertujuan :

a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman
pejabat/pegawai tentang gratifikasi,

b. Meningkatkan kepatuhan pejabat/pegawai terhadap
ketentuan gratifikasi;

c. Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang
transparan dan akuntabel dilingkungan Pemerintah
Daerah;

d. Membangun integritas pejabat/pegawai yang bersih dan
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan

e. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas
penyelenggaraan layanan di pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Prinsip Dasar
Pasal 3

Setiap Pejabat/Pegawai wajib menolak gratifikasi yang

diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatanya dan

berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya meliputi

gratifikasi yang diterima :

a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar
penerimaan yang sah;

b. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran
diluar penerimaan yang sah;

c. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit,
monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah,;

d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar
penerimaan yang sah/resmi dari Pemerintah Kabupaten;

e. dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;

f. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan
kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan
tugas dan kewenangannya;

g. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/
kesepakatan dengan pihak lain;
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(2)

(3)

(1

~—

(2)

(3)

h.sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau
setelah proses pengadaan barang dan jasa;

i. merupakan hadiah atau souvenir bagi
pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;

j. merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucer

oleh pejabat/pegawai dalam kegiatan yag terkait dengan
pelaksanaan tugas dan kewajibanya dengan pemberi
gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang
diterima,

k.dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/
perlakuan pemangku kewenangan;

1. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan
dan bertentangan dengan kewajiban/tugas
pejabat/pegawai.

Setiap Pejabat/Pegawai dilarang memberikan gratifikasi
kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara lainnya
yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan
kewajiban atau tugasnya.

Dalam hal UPG di instansi belum terbentuk, pelaporan
disampaikan kepada bagian yang menjalankan fungsi
pengawasan/kepatuhan atau kepada atasan langsung.

Pasal 4

Kewajiban penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan dalam hal :

a. gratifikasi tidak diterima secara langsung;
b. pemberi gratifikasi tidak diketahui;

c. penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang
diterima;

d. gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat
atau upacara keagamaan; dan/atau;

e. adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak yaitu
penolakan yang dapat mengakibatkan rusaknya
hubungan baik institusi, membahayakan penerima dan/
atau mengancam jiwa/harta atau pekerjaan
Pejabat/Pegawai.

Pejabat/Pegawai yang tidak dapat menolak karena
memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK atau
kepada KPK melalui UPG.

Dalam hal Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi yang tidak
dapat ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
makanan yang mudah busuk atau rusak, penerima
gratifikasi wajib menyampaikanya kepada UPQG.


Pavilion
Rectangle


(4) Dalam rangka memenuhi prinsip kemanfaatan, UPG
menyalurkan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ke panti asuhan, panti jompo atau tempat penyaluran
bantuan sosial lainnya.

(5) Penyaluran gratifikasi oleh UPG sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diberitahukan kepada KPK.

BAB II1
PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

Pasal 5

Pejabat/Pegawai wajib melaporkan setiap gratifikasi yang
diterimanya kepada KPK atau melalui UPG, kecuali dalam hal :

a. pemberian dalam keluarga  yaitu kakek/nenek,
bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak
angkat/wali yang sah, cucu, paman/bibi, kakak/adik/ipar,
sepupu dan keponakan sepanjang tidak terdapat konflik
kepentingan,;

b. pemberian dalam bentuk hidangan atau sajian yang berlaku
umum;

c. pemberian berupa keuntungan atau bunga dari penempatan
dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang
berlaku;

d. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau
organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang
berlaku umum,

e. seminar kit yang berbentuk seperangkat modul, alat tulis,
plakat, sertifikat, tas dan pakaian dengan logo atau
informasi terkait instansi yang berlaku umum yang diterima
dalam seminar/pelatihan/workshop/konferensi atau
kegiatan sejenis;

f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan,
perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri
dan tidak terkait dengan kedinasan;

g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada
kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan
oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucer, point
reward atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak
terkait kedinasan,

i. kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan
kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban
sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak
melanggar peraturan/kode etik Pejabat/Pegawai yang
bersangkutan;

"7
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(1)

(2),

kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti
honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang
telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di
instansi penerima gratifikasi sepanjang tidak terdapat
pembiayaan ganda, tidak terdapat benturan kepentingan
dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi
penerima;

karangan bunga dengan nilai yang wajar;

pemberian  terkait dengan  penyelenggaraan  pesta
pertunangan, pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis,
khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya
paling banyak Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) per
pemberian per orang dalam setiap kegiatan,

. bingkisan/cinderamata/souvenir atau benda sejenis yang

diterima tamu/undangan dalam penyelenggaraan pesta
sebagaimana dimaksud pada huruf 1 paling banyak
Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian setiap
kegiatan;

pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang
dialami oleh diri penerima gratifikasi, suami, istri, anak,
bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima gratifikasi
paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per
pemberian per orang dalam setiap peristiwa;

pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut,
pensiun, promosi jabatan dan ulang tahun yang tidak dalam
bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak Rp.
3.000.000,0 (tiga juta rupiah) per pemberian per orang
dengan total pemberian Rp. 1.000.000,0 (satu juta rupiah)
dalam waktu 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama; dan

pemberian sesama rekan Kkerja, tidak dari bawahan ke
atasan dan tidak dalam bentuk uang atau alat tukar
lainnya paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu
rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian
paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
dalam 1 (satu) tahun dari pemberian yang sama, sepanjang
tidak diberikan oleh bawahan ke atasan.

Pasal 6

Dalam hal penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, bukan dalam bentuk uang, penerimaan
tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat
pemberian.

Dalam hal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5, dalam bentuk valuta asing, penerimaan tersebut dihitung
berdasarkan Kurs Tengah Valuta Bank Indonesia pada
tanggal penerima.
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Pasal 7

(1) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) disampaikan secara tertulis menggunakan sarana
elektronik atau non elektronik dengan mengisi formulir
pelaporan gratifikasi.

(2) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggap lengkap apabila sekurang-kurangnya memuat :

a. nama dan alamat lengkap penerimaan dan pemberi
Gratifikasi,

b. jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggaraan Negara;
c. tempat dan waktu penerimaan Grafitikasi;

d. uraian jenis Gratifikasi yang diterima;

e. nilai Gratifikasi yang diterima.

(3) Pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara:

a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak Gratifikasi diterima; atau

b. disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka
‘waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Gratifikasi

diterima.

(4) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
meneruskan laporan yang diterimanya kepada KPK dalam
jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak laporan Gratifikasi
diterima.

(5) KPK menetapkan status kepemilikan gratifikasi dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan
gratifikasi diterima secara lengkap.

BAB IV
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 8

(1) Dalam rangka melaksanakan program pengendalian
gratifikasi dibentuk UPG.

(2) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG dibentuk
Sekretariat UPG yang dipimpin oleh Sekretariat UPG.
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(4) Susunan  keanggotaan Sekretariat UPG sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 9

(1) Untuk menjalankan fungsi koordinasi pelaporan gratifikasi
Ketua UPG atas nama Bupati meminta satu orang pegawai
pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk
yang akan bertugas melakukan sosialisasi gratifikasi dan/
atau melaporkan kegiatan dan yang berindikasi gratifikasi di
OPD masing masing.

(2) Penetapan dan rincian tugas pegawai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, UPG berkewajiban :

a. Melakukan pemilihan dan menyampaikan laporan hasil
pemilihan atas laporan penerimaan dan penolakan
gratifikasi kepada KPK Indonesia setiap hari kerja pertama
ditiap minggunya;

b. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak
lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG
kepada KPK;

c. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak
lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi
kepada Bupati melalui Inspektorat secara periodik;

d. Merahasiakan identitas Pelaporan Gratifikasi;

e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK dalam
pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;

f. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan
penerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola oleh
Pemerintah Daerah;

g. Melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya
gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan

h. Melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi
program pengendalian gratifikasi.

Pasal 11

(1) Terhadap gratifikasi yang ditetapkan KPK dikelola oleh
Pemerintah Daerah, UPG dapat menentukan
pemanfaatannya yaitu :

a. Dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

10
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b. Disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga
lainnya;

c. Dikembalikan kepada penerima gratifikasi; dan

d. Dimusnahkan.

(2) Tindak lanjut penanganan pelaporan gratifikasi
menggunakan formulir yang tercantum pada lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan
wewenang dan kewajiban UPG ditetapkan dalam petunjuk
teknis Inspektur Kabupaten selaku ketua UPG.

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 13

(1) Pejabat/pegawai atau pihak ketiga yang mengetahui adanya
pelanggaran terhadap Peraturan ini, agar segera melaporkan
kepada UPG secara langsung atau melalui pos /e-mail
Sekretariat UPG.

(2) Pejabat/pegawai atau pihak ketiga yang melapor
sebagaimana  dimaksud pada - ayat (1) dijamin
kerahasiaannya.

Pasal 14

(1) Kepala OPD  bertanggungjawab  atas  pelaksanaan
pengendalian gratifikasi di OPD/UPT.

(2) Inspektur Daerah bertangungjawab atas pengawasan
pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

(3) Inspektur ~ Daerah  melaporkan  hasil  pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Pasal 15

(1) Seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Nganjuk wajib membuat surat pernyataan
tentang penolakan, penerimaan dan/atau pemberian
gratifikasi secara periodik.

(2) Surat Pernyataan dibuat setidak-tidaknya 2 (dua) kali dalam
setahun pada akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember
setiap tahun.

(3) Surat Pernyataan disampaikan kepada Bupati melalui UPG.

(4) Formulir surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
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(5) Untuk pertama kali kewajiban membuat surat pernyataan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di
lingkungan OPD yang menjalankan fungsi pelayanan publik.

(6) Pengawasan kepatuhan atas kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Inspektur Daerah

BAB VI
PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 16

(1) Pelapor gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan
hukum, yaitu :

a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang
bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan
merugikan pelapor, namun tidak terbatas pada
penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian
kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi atau
hambatan karir lainnya;

b. pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul
intimidasi atau acaman fisik;

c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
lingkungan Pemerintah Daerah;

d. kerahasiaan identitas.

(2) Setiap Pejabat pada Pemerintah Daerah wajib memberikan
perlindungan terhadap Pejabat/Pegawai yang
menyampaikan laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(3) Setiap Pejabat pada Pemerintah Daerah dilarang memberi
perlakuan diskriminatif atau tindakan yang merugikan
Pejabat/Pegawai karena melaporkan gratifikasi.

(4) Dalam hal terdapat ancaman fisik dan / atau psikis kepada
Pejabat/Pegawai karena melaporkan gratifikasi,
Pejabat/Pegawai dapat meminta perlindungan kepada
Lembaga Perlindungan Saksi Korban instansi lain yang
berwenang berdasarkan peraturan perundang - undangan
yang berlaku.

(5) Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada
Bupati melalui Ketua UPG dengan ditembuskan kepada
KPK.

Pasal 17

(1) Pejabat/Pegawai yang mematuhi ketentuan pengendalian
gratifikasi dapat diperhitungkan menjadi faktor penambah
dalam penilaian kinerja,
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(2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dijadikan pertimbangan dalam kebijakan promosi pegawai
atau insentif.

(3) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan
yang mengatur penilaian kinerja dan disiplin kepegawaian
yang berlaku.

BAB VII
SANKSI
Pasal 18

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai terhadap
ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini, dikenakan sanki
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 11 Desember 2017

Plt. BUPATI NGANJUK
WAKIL BUPATI,
ttd
ABDUL WACHID BADRUS

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 11 Desember 2017
Plt SEKRETARIS DAERAH
KEPALA DINAS PERTANIAN

ttd

Ir. AGOES SOEBAGIJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013
BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2017 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
ELLY HERNATIAS, SH, MM

Pembina Tingkat |
NIP. 19661107 199403 1 005 13



Pavilion
Rectangle

Pavilion
Rectangle

Pavilion
Typewriter
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

                  ttd

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005


LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

A. FORMULIR LAPORAN GRATIFIKASI

Komi{sl Pemberantasan Korups!
LAPORAN GRATIFIKASI
ada Yth.

PENGIRIM Kepada

KOMisi PEMBERANTASAN KORUPSI
L T REPUBLIK INDONESIA N
Aamat JL H.R RASUNA SAID KAV C-1 -

’ JAKARTA SELATAN 12920
XOTAK POS 575

Dokumen inl adalsh rahasia negara. Difsrang membuka tanpa kzin KPK.
Formulir berdasarkan SK Pimpinan KPK No. KEP-726/01-13/05/2014

GRATIFIKASI TATA CARA PENYAMPAIAN

AKAR KORUPSI ® Laporan gratifikasi dapat diserahian kangsung ke Kantor KPK atau dapat dikirimkan melalui
surat/faks/email/onfine ke:
Direktorst Gratifikasi
Konls Pemberantasan Korupsi
L H.R. Rasuna Said Kav, C-1, Jakarta Sefatan 12920
Faks,: 021-52921230, 52921231, Telp.: 02125578448, 25578440, HP 0855 BB45678
E-mail: pelaporan. gratifikasi@kpk go-id
@ Laporan gratifikasi dilaporian oleh penerima gratifikasi paling lambart 30 (tigs puluh] harl

karja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. t
@ Laporan di ikan dengan kan dok yang terkak i tifikasi |""
® Objek gratifilkasi (uang atau barang) yang diterima tidak hanus disershkan pada saat .-" v
penyampaian lapovan gratifilkasi. /-
® informasi gratifikasi dapat juga diperoleh secara online melalui alamat: .
www. kpk.go.id/gretHikasl
Lt infc | edulasi, downk likasi gratifikasi via Android dan i0S.

Nama aplikasi "GRATIs" {Gratifiasi ; Informasi & Sasialisasi).

UU Nomor 30 Tshun 2002 tentang Komisl Pemberantasan Korups| Pesal 16:
Setiap pegawal negeri atau negara yang i ifikasi waijib melaporkan
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

A. IDENTITAS PELAPOR . -
]j Nama Lengkap ) K
2. | Tempat &Tg!. Lahir : i No. KTP (NIK) :
3. | Jabstan/Pangkai/Golongan
4. | Uraian Instansi : | . Nama Instansa:
(kementenan/lembaga/ b. Unit eselon /IYII/IV/Unit Kerja :
BUMN/BUMD/Pemerintah
Daerah/dil)
6. | Alamat ¥antor -
xogepos:i 1 | | [
Kel/Desa [ kecamatan Kab/Kota " provinsi
sl I S
7. | Alamat Rumah
kaswros:| | [T 1
Kel/Desa Kecamatan Kal/Kota i Provinsi 7
8. | Alamat pengiriman surat®) |: | [J Rumah O kantor 2): silakan pilih dan beritanda [ ¥ |
9. | Aumat e-mai : [ponoswa .
*«..[ 10, | Nomar teiepon : | Rumo : [ kantor : | Seluter:
[Coaton Pemting, AMuhan nw sl i nomor kontok yong dapat g proses loporan)
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KPK URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI

Komis! Pamberantasan Ki ol
SESLENS - *) Lembar ini dopat diperbanyak sesuai kebutuhan

8. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI
. Jenis Penerimaan _ Harga/Nilai Nominal/ Kode Peristiwa Tempat dan Tanggal
Kode Uraian * Taksiran ¥ Penerimaan ¥ Penerimaan
5 O

‘ Lainnya

|
C. DATA PEMBERI GRATIFIKASI
Nama

Pekenaan dan Jabatan

Alamat /Telepan/Faks/
E-mail

Hubungan dengan
Pemberi "

D AI.ASAN DAN KRONOlOGl

Alasan Pembenan

Kronologi penenmaan

Dokumen yang dilampirkan':

[ Tidak ada

D Ada, yaitu:. ...

Catatan tambahan (bila perlu)

Laporan Gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan selanjutnya.

Felapor,

PANDUAN PENGISIAN:
1) Diisi kode Jenis penerimaan ;
a.Uang
b. Barang
<. Rabat (diskon)
d. Komisi
. Pinjaman lanpa bungs

. Tiket pecjalanan
&g Fasifitas penginapan

h. Perjalanan wisata

L Pengobatan cuma-cuma
J. Fasilitas lainnya

Diisl lokasi (lokasi ruangan, gedung, alamat) dan tanggal penerimaan
Diisinama pemberi gratifikasi (perorangan/kelompok/badan usaha)
Diisi hubungan antara penerima dengan pemberi gratifkasi seperti mitra

Diisi alasan pemberian seperti ucapan terima kasih/penghargaan/kebiasaan/

" B
2] Disiuraian fenls penermaan bentuk, merk, tahun pembuatan. wama, 41} ) e
3) Dissi nilai nominal/ taksivan nilai gratifikasi yang diterima (harga brosur/internet/ 9) Diisidengan
perkiraan sendiri sesual harga pasar/perkiraan appraisal)
4] Diisikode peristiwa penesimaan : 10) - Diisi dengan tanda "/ 'l*“‘ kolom yarg se3usl dan sebusthan fia ada
X 1) khusus sepert waktu dan i
8! Sarkalt periialun/hasgimasn/acaea e :‘;},:;,",’,':,E::I‘""‘“ oo tempat ketika dibubungi KPK, dan hal khusus Lain yang pedu dhampaikan |
b, Terkat mutasi/promosi/pisah sambut 1. Tidak tahu bepada kPx i
< Terkail tugas pelayanan § Lainnys (tukskan pada kolom di atas)
r A iJTJ_';mlnt 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :
Paaile
[$V) Sd’up .unﬁlun kepada pegawai nqm atau penyelenggara negara dianggap pe 3uap, apabila dengan jab dan yang berl dengan

tau t 3y, O

a. Yang miainya R;?s nnt;oooo 00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima granhkasi;
H b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum,
* 12) Pidana bagi pegawa negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dmaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4
' {empat) 1ahun dan cahng lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200,000,000,00 {dua ratus juta rup:ah) dan paling banyak Ap 2 000 000 000,00 (saiu

milyar cupah).
Pasal 12€ ayat (1): Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat 1 tidak berdaku jika penenma melaporkan gratifikas: yang diterimanya kepada Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal 12€ ayat (2): Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima graofikasi patng lambat 30 (0ga puluh) hari kerja terhitung
sejak tanggal ,unuxau tersebut diterima.

Plt. BUPATI NGANJUK
WAKIL BUPATI,
ttd
ABDUL WACHID BADRUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
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ELLY HERNATIAS, SH, MM
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

SURAT PERNYATAAN GRATHIKASTRE- .. %)

Yang bertandatangan di bawah i
Nama Lengkap
NIp
Pangkat
Jabatan

Umit Kerja

Menyatakan babwa pada periode s d - haYa
Tidak Menerima
L Cirpikas
~~ ‘
‘hanya diisi apabile ada penerimaan)
A T T T e T T T e T e e T T T B e
| Perkare a& | Hubunpa i Keterangzn |
''No femis Bentuk Waktu “{‘f’f‘?‘“‘ “”l& J H:; )un‘[_.”uv ; Alasan | pela un; !
! ' Penennmaan | Pencnmaan | Penenimaan S plamat eS| penenmaan | O
}-____; e S !_Peneningan | Pemben | Pemben e B
f 2 ! 3 4 5 5 ! 7 | 8 9 |
= | ! S S g
I i B { —t = \ S —_— 4
| ' ‘» e ; % i
[ T e B ] S Se—— i
| P S N S SN, w.__ll‘. —_ 2. . ——— ]
I i ! i !
— i /e T
‘ - e — S i S W

Demikian Surat Pemyataan s sava buat dengan scbenar-benarnya, apabila dikemudian hari ada

penerimaan gratifikasi yany sengaya tidak saya laporkan atau dilaporkan tidah benar maka saya bersedia

menpentanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Yang membuat Pernyataan

) Douse denyan pumial frekucnsy surat peenyatian yans stkcth pernah mlvu_m
o Dust tanggal pelapocar: ke U G, apabitic peecrinaan feeselii sucdatt delaagrorken

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
ELLY HERNATIAS, SH, MM

Pembina Tingkat |
NIP. 19661107 199403 1 005

Plt. BUPATI NGANJUK
WAKIL BUPATI,
ttd
ABDUL WACHID BADRUS
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ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005




